
Petunjuk Teknis Pengisian Non Perseorangan 

1. Legalitas 

1.1. Dokumen Legal 

Pelaku usaha dapat memulai untuk proses perizinan berusaha dengan menekan tombol 

 yang terletak pada Home. Pelaku usaha akan diarahkan pada klasifikasi 

usaha seperti gambar berikut : 

 

Gambar 1. Kualifikasi Usaha 



Pelaku usaha dapat memilih Jenis Perusahaan / Badan yang sesuai dengan perusahaan 

miliknya. Kemudian pelaku usaha dapat menekan tombol Pendaftaran NIB pada Jenis 

Perusahaan / Badan yang telah dipilih untuk menarik data atau merekam data legalitasnya. 

Dokumen legal juga dapat diakses melalui menu Permohonan | Non Perseorangan | 

Legalitas | Dokumen Legal sebagaimana gambar di bawah ini : 

 

Gambar 2. Daftar Legalitas 

1.2. Ambil Data Legalitas 

Pada submenu Dokumen Legal, pelaku usaha dapat melakukan pengambilan data legalitas 

dari AHU Online dan SABU Online dengan menekan tombol . Sistem akan 

menampilkan form sebagaimana gambar berikut ini : 



 

Gambar 3.  Form Ambil Data Legalitas 

No Kolom Penjelasan Mandatory 

(harus diisi) 

Data Perusahaan  

1 Jenis Perusahaan / 

Badan 

Pilihan Jenis Perusahaan / Badan berupa PT, CV, Firma 
dan Persekutuan Perdata  

Ya 

 

Setelah memilih Jenis Perusahaan / Badan maka akan tampil sebagai berikut: 

 Perseroan Terbatas (PT) 

 

Gambar 4. Form Ambil Data Legalitas PT 



 Persekutuan Komanditer (CV / Commaditaire Vennootschap),  Persekutuan Firma (Fa 

/ Vennootschap Onder Firma) dan Persekutuan Perdata 

 

Gambar 5. Form Ambil Data Legalitas CV, Firma dan Persekutuan Perdata 

No Kolom Penjelasan Mandatory 

(harus diisi) 

Data Perusahaan  

1 Jenis Perusahaan / 

Badan 

Pilihan Jenis Perusahaan / Badan berupa PT, CV, Firma 
dan Persekutuan Perdata  

Ya 

2 Nama Perusahaan Diisi dengan Nama Perusahaan  
 
Isikan nama perusahaan tanpa jenis perusahaan (CV, 
FIRMA dan PER. PERDATA) 

Ya 

3 No. Identitas 

Penanggung Jawab 

Nomor Identitas terisi otomatis sesuai Nomor Identitas 
user yang didaftarkan di OSS 

Ya 

4 Nomor SK Diisi dengan Nomor yang terdaftar pada AHU dengan 
format seperti berikut: 

Contoh: AHU-0000123-AH.99.99 Tahun 2077 

Ya 

Apabila berhasil mengambil data legalitas, maka sistem akan menampilkan halaman legalitas 

sebagai berikut: 



1.2.1. Legalitas PT 

Data Perusahaan 

 

Gambar 6. Form Data Perusahaan 



No Kolom Penjelasan Mandatory  

Data Perusahaan  

1 Nama Perusahaan Diisi dengan nama perusahaan 
Isikan hanya nama perusahaan tanpa PT, CV atau jenis 
perusahaan lainnya. 

Ya 

2 Jenis Perusahaan / 

Badan 

Pilihan jenis perusahaan yang sesuai dengan jenis perusahaan 
yang direkam datanya. 

Ya 

3 Status Badan 

Hukum 

Pilihan status badan hukum apakah berupa Badan Hukum 
atau Bukan Badan Hukum. 

Ya 

4 Jangka Waktu Diisi apabila perusahaan memberlakukan jangka waktu pada 
akta 

Tidak 

5 Masa Berakhir 

Legalitas 

Diisi masa berakhir legalitas Tidak 

6 Status Penanaman 

Modal 

Pilihan status penanaman modal berupa Penanaman Modal 
Asing (PMA) atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) 

Ya 

7 Email Perusahaan Otomatis terisi dengan data email sebagaimana diinput pada 
saat registrasi 

Ya 

8 NPWP Perusahaan Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan Ya 

9 Nomor Telepon Diisi dengan nomor telepon perusahaan Tidak 

10 Fax Diisi dengan nomor fax Tidak 

11 Alamat 

Perusahaan 

Diisi dengan alamat perusahaan. 

Tuliskan hanya nama jalan dan nomor, tanpa RT/RW 
kecamatan, kelurahan ataupun kota. 

Ya 

12 Provinsi Pilihan provinsi, akan muncul daftar provinsi, pilih provinsi 
yang sesuai dengan alamat perusahaan. 

Ya 

13 Kabupaten / Kota Pilihan kabupaten / kota, akan muncul sesuai pilihan provinsi 
pada pilihan sebelumnya 

Ya 

14 Kecamatan Pilihan kecamatan, akan muncul sesuai pilihan kabupaten / 
kota pada pilihan sebelumnya 

Ya 

15 Kelurahan / Desa Pilihan kelurahan / desa, akan muncul sesuai pilihan 
kecamatan pada pilihan sebelumnya 

Ya 

16 RT/RW Diisi dengan RT/RW sesuai alamat perusahaan Ya 

17 Kode Pos Diisi dengan kode pos sesuai alamat perusahaan Ya 

Data Modal  

18 Modal Dasar Modal dasar adalah seluruh nilai nominal saham Perseroan 
yang disebut dalam Anggaran Dasar.  

Ya 

19 Modal 

Ditempatkan  

Modal ditempatkan adalah jumlah saham yang sudah diambil 
pendiri atau pemegang saham. 

Ya 

20 Modal Disetor 

(dalam Rupiah) 

Modal disetor adalah modal yang sudah dimasukkan 
pemegang saham sebagai pelunasan pembayaran saham yang 
diambilnya sebagai modal yang ditempatkan dari modal dasar 
perseroan. Yang dimasukkan pada bagian ini adalah modal 
disetor dalam bentuk Rupiah 

Ya 



21 Modal Disetor 

(dalam bentuk 

lain) 

Yang dimasukkan pada bagian ini adalah modal disetor dalam 
bentuk selain Rupiah, misalnya dalam bentuk lembar saham. 
Apabila tidak ada Modal Disetor dalam bentuk lain dapat diisi 
dengan angka 0 (nol). 

Ya 

Setelah selesai melengkapi form, klik tombol  dan aplikasi akan menampilkan form 

Data Legalitas. 

Data Legalitas 

 

Gambar 7. Form Data Legalitas 

Pada halaman Data Legalitas pelaku usaha dapat melihat data legalitasnya yang terdiri dari 

Jenis Legalitas, Nomor, Nomor Akta Pengesahan dan Notaris. Selanjutnya untuk melihat 

halaman Data Pengurus dan Pemegang Saham klik tombol . 



Data Pengurus dan Pemegang Saham           

 

Gambar 8. Form Data Pengurus dan Pemegang Saham 

Pada halaman Data Pengurus dan Pemegang Saham pelaku usaha dapat melihat data 

pengurus dan pemegang saham dari perusahaan. Selanjutnya untuk melihat halaman Data 

Maksud dan Tujuan klik tombol . 

Data Maksud dan Tujuan 

Pelaku usaha selanjutnya melakukan pengisian Data Maksud dan Tujuan perusahaan. Maksud 

diisi dengan kategori pada buku KBLI yaitu menunjukkan garis pokok penggolongan aktivitas 

ekonomi.  Penggolongan ini diberi kode satu digit kode alfabet dari A sampai dengan U (21 

kategori). Sedangkan Tujuan diisi dengan Golongan Pokok yang merupakan uraian lebih lanjut 

dari kategori. Setiap kategori diuraikan menjadi satu atau beberapa golongan pokok menurut 

sifat masing-masing golongan pokok. Setiap golongan pokok diberi kode dua digit angka.  



 

Gambar 9. Form Data Maksud dan Tujuan 

Data maksud dan tujuan yang ditampilkan harus sesuai dengan yang ada pada data legalitas 

perusahaan. Selanjutnya untuk memvalidasi keseluruhan data klik tombol . 

Validasi Data 

Pada halaman Validasi Data pelaku usaha dapat melihat validasi dari data-data yang telah 

diinputkan sebelumnya. Apabila data sudah benar, maka pelaku usaha dapat melanjutkan 

untuk memproses NIB dengan mengklik tombol  untuk melanjutkan ke Step 

Perizinan Berusahan NIB. Tetapi jika masih ada data yang salah, maka aplikasi akan memberi 

pesan error dan pelaku usaha harus memperbaiki data terlebih dahulu dengan mengklik 

tombol . 



 

Gambar 10. Tampilan Validasi Semua Data Lengkap 

 

Gambar 11. Tampilan Validasi Data Tidak Lengkap 



1.2.2. Legalitas CV, Firma dan Persekutuan Perdata 

Data Perusahaan 

 

Gambar 12. Form Data Perusahaan 

 

 



No Kolom Penjelasan Mandatory  

Data Perusahaan  

1 Nama Perusahaan Diisi dengan nama perusahaan 
Isikan hanya nama perusahaan tanpa CV atau jenis 
perusahaan lainnya. 

Ya 

2 Jenis Perusahaan / 

Badan 

Pilihan jenis perusahaan yang sesuai dengan jenis 
perusahaan. 

Ya 

3 Status Badan 

Hukum 

Pilihan status badan hukum apakah berupa Badan Hukum 
atau Bukan Badan Hukum. 

Ya 

4 Jangka Waktu Diisi apabila perusahaan memberlakukan jangka waktu pada 
akta 

Tidak 

5 Masa Berakhir 

Legalitas 

Diisi masa berakhir legalitas Tidak 

6 Status Penanaman 

Modal 

Pilihan status penanaman modal berupa Penanaman Modal 
Asing (PMA) atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) 

Ya 

7 Email Perusahaan Otomatis terisi dengan data email sebagaimana diinput pada 
saat registrasi 

Ya 

8 NPWP Perusahaan Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan Ya 

9 Nomor Telepon Diisi dengan nomor telepon perusahaan Tidak 

10 Fax Diisi dengan nomor fax Tidak 

11 Alamat 

Perusahaan 

Diisi dengan alamat perusahaan. 

Tuliskan hanya nama jalan dan nomor, tanpa RT/RW 
kecamatan, kelurahan ataupun kota. 

Ya 

12 Provinsi Pilihan provinsi, akan muncul daftar provinsi, pilih provinsi 
yang sesuai dengan alamat perusahaan. 

Ya 

13 Kabupaten / Kota Pilihan kabupaten / kota, akan muncul sesuai pilihan provinsi 
pada pilihan sebelumnya 

Ya 

14 Kecamatan Pilihan kecamatan, akan muncul sesuai pilihan kabupaten / 
kota pada pilihan sebelumnya 

Ya 

15 Kelurahan / Desa Pilihan kelurahan / desa, akan muncul sesuai pilihan 
kecamatan pada pilihan sebelumnya 

Ya 

16 RT/RW Diisi dengan RT/RW sesuai alamat perusahaan Ya 

17 Kode Pos Diisi dengan kode pos sesuai alamat perusahaan Ya 

18 Jenis Akta Pilihan jenis akta berupa Pendaftaran atau Perubahan Ya 

Data Modal  

19 Aset Aset adalah semua hak yang dapat digunakan dalam operasi 
perusahaan 

Ya 

Setelah selesai melengkapi form, klik tombol  dan aplikasi akan menampilkan form 

Data Legalitas. 



Data Legalitas 

 

Gambar 13. Form Data Legalitas 

Pada halaman Data Legalitas pelaku usaha dapat melihat data legalitasnya yang terdiri dari 

Jenis Legalitas, Nomor, Nomor Akta Pengesahan dan Notaris. Selanjutnya untuk melihat 

halaman Data Pengurus dan Pemegang Saham klik tombol . 

Data Pengurus dan Pemegang Saham           

 

Gambar 14. Form Data Pengurus dan Pemegang Saham 

Pada halaman Data Pengurus dan Pemegang Saham pelaku usaha dapat melihat data 

pengurus dan pemegang saham dari perusahaan. Selanjutnya untuk melihat halaman Data 

Maksud dan Tujuan klik tombol . 



Data Maksud dan Tujuan 

Pelaku usaha selanjutnya melakukan pengisian Data Maksud dan Tujuan perusahaan. Maksud 

diisi dengan kategori pada buku KBLI yaitu menunjukkan garis pokok penggolongan aktivitas 

ekonomi.  Penggolongan ini diberi kode satu digit kode alfabet dari A sampai dengan U (21 

kategori). Sedangkan Tujuan diisi dengan Golongan Pokok yang merupakan uraian lebih lanjut 

dari kategori. Setiap kategori diuraikan menjadi satu atau beberapa golongan pokok menurut 

sifat masing-masing golongan pokok. Setiap golongan pokok diberi kode dua digit angka.  

 

Gambar 15. Form Data Maksud dan Tujuan 

Data maksud dan tujuan yang ditampilkan harus sesuai dengan yang ada pada data legalitas 

perusahaan. Selanjutnya untuk memvalidasi keseluruhan data klik tombol . 

Validasi Data 

Pada halaman Validasi Data pelaku usaha dapat melihat validasi dari data-data yang telah 

diinputkan sebelumnya. Apabila data sudah benar, maka pelaku usaha dapat melanjutkan 

untuk memproses NIB dengan mengklik tombol  untuk melanjutkan ke Step 

Perizinan Berusahan NIB. Tetapi jika masih ada data yang salah, maka aplikasi akan memberi 

pesan error dan pelaku usaha harus memperbaiki data terlebih dahulu dengan mengklik 

tombol . 



 

Gambar 16. Tampilan Validasi Semua Data Lengkap 

 

Gambar 17. Tampilan Validasi Data Tidak Lengkap 



1.3. Rekam Data Selain PT, CV, Firma dan Persekutuan Perdata 

Data Perusahaan 

 

Gambar 18. Form Data Perusahaan 

 

 



No Kolom Penjelasan Mandatory  

Data Perusahaan  

1 Nama Perusahaan Diisi dengan nama perusahaan 
Isikan hanya nama perusahaan tanpa PT, CV atau jenis 
perusahaan lainnya. 

Ya 

2 Jenis Perusahaan / 

Badan 

Pilihan jenis perusahaan yang sesuai dengan jenis perusahaan 
yang direkam datanya. 

Ya 

3 Status Badan 

Hukum 

Pilihan status badan hukum apakah berupa Badan Hukum 
atau Bukan Badan Hukum. 

Ya 

4 Jangka Waktu Diisi apabila perusahaan memberlakukan jangka waktu pada 
akta 

Tidak 

5 Masa Berakhir 

Legalitas 

Diisi masa berakhir legalitas Tidak 

6 Status Penanaman 

Modal 

Pilihan status penanaman modal berupa Penanaman Modal 
Asing (PMA) atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) 

Ya 

7 Email Perusahaan Otomatis terisi dengan data email sebagaimana diinput pada 
saat registrasi 

 

8 NPWP Perusahaan Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan Ya 

9 Nomor Telepon Diisi dengan nomor telepon perusahaan Ya 

10 Alamat 

Perusahaan 

Diisi dengan alamat perusahaan. 

Tuliskan hanya nama jalan dan nomor, tanpa RT/RW 
kecamatan, kelurahan ataupun kota. 

Ya 

11 Provinsi Pilihan provinsi, akan muncul daftar provinsi, pilih provinsi 
yang sesuai dengan alamat perusahaan. 

Ya 

12 Kabupaten / Kota Pilihan kabupaten / kota, akan muncul sesuai pilihan provinsi 
pada pilihan sebelumnya 

Ya 

13 Kecamatan Pilihan kecamatan, akan muncul sesuai pilihan kabupaten / 
kota pada pilihan sebelumnya 

Ya 

14 Kelurahan / Desa Pilihan kelurahan / desa, akan muncul sesuai pilihan 
kecamatan pada pilihan sebelumnya 

Ya 

15 RT/RW Diisi dengan RT/RW sesuai alamat perusahaan Ya 

16 Kode Pos Diisi dengan kode pos sesuai alamat perusahaan Ya 

Data Modal  

17 Modal Dasar Modal dasar adalah seluruh nilai nominal saham Perseroan 
yang disebut dalam Anggaran Dasar.  

Ya 

18 Modal 

Ditempatkan  

Modal ditempatkan adalah jumlah saham yang sudah diambil 
pendiri atau pemegang saham. 

Ya 

19 Modal Disetor 

(dalam Rupiah) 

Modal disetor adalah modal yang sudah dimasukkan 
pemegang saham sebagai pelunasan pembayaran saham yang 
diambilnya sebagai modal yang ditempatkan dari modal dasar 
perseroan. Yang dimasukkan pada bagian ini adalah modal 
disetor dalam bentuk Rupiah 

Ya 

20 Modal Disetor 

(dalam bentuk 

lain) 

Yang dimasukkan pada bagian ini adalah modal disetor dalam 
bentuk selain Rupiah, misalnya dalam bentuk lembar saham. 
Apabila tidak ada Modal Disetor dalam bentuk lain dapat diisi 
dengan angka 0 (nol). 

Ya 



Setelah selesai melengkapi form, klik tombol  dan aplikasi akan menampilkan form 

Data Legalitas. 

Data Legalitas 

 

Gambar 19. Form Data Legalitas 

Pada halaman Data Legalitas pelaku usaha dapat menambahkan data legalitasnya dengan 

mengklik tombol , isian data legalitas sesuai dengan jenis legalitas yang dipilih oleh 

pelaku usaha.  



 

Gambar 20. Tambah Data Legalitas 

No Kolom Penjelasan Mandatory 

(harus diisi) 

Data Legalitas  

1 Jenis Legalitas Pilihan jenis akta yang terdiri dari Kontrak, Akta Pendirian, SK 
Penetapan, Peraturan, Surat Keputusan dan Akta Perubahan 

Ya 

2 Nomor Akta Diisi dengan nomor Akta sesuai dengan dokumen Akta yang 
akan diproses 

Ya 

3 Tanggal Akta Pilihan tanggal sesuai dengan tanggal penerbitan Akta Ya 

4 Nomor Pengesahan Diisi dengan Nomor Pengesahan akta yang sesuai dengan 
dokumen akta yang akan diproses 

Ya 

5 Tanggal Pengesahan Pilihan tanggal sesuai dengan tanggal pengesahan Akta Ya 

6 Nama Notaris Diisi dengan nama notaris yang menerbitkan akta Ya 

7 Telepon Notaris Diisi dengan telepon notaris yang menerbitkan akta Ya 

8 Alamat Notaris Diisi dengan alamat notaris yang menerbitkan akta Ya 

Setelah selesai mengisi data legalitas, klik tombol . Data legalitas akan disimpan 

seperti gambar berikut: 



 

Gambar 21. Data Legalitas 

Selanjutnya untuk lanjut ke halaman Data Pengurus dan Pemegang Saham klik tombol 

. 

Data Pengurus dan Pemegang Saham           

 

Gambar 22. Form Data Pengurus dan Pemegang Saham 

Pada halaman Data Pengurus dan Pemegang Saham pelaku usaha dapat menambahkan data 

pengurus dan pemegang saham dari perusahaan dengan mengklik tombol . 



 

Gambar 23. Tambah Data Pengurus dan Pemegang Saham 

No Kolom Penjelasan Mandatory 

(harus diisi) 

Data Pengurus dan Pemegang Saham  

1 Orang / Perusahaan Asing Pilihan apakah yang data yang direkam merupakan 
orang atau perusahaan asing atau tidak. 

Ya 

2 Nama Perusahaan atau 

Nama Pengurus / 

Pemegang Saham 

Diisi dengan nama perusahaan atau nama orang 

Apabila yang menjadi pemegang saham adalah badan 
usaha maka isikan nama perusahaan tanpa PT, CV atau 
jenis perusahaan lainnya 

Ya 

3 Pemegang Saham Pilihan apakah data yang direkam merupakan 
pemegang saham atau tidak 

Ya 

4 Direksi / Komisaris Pilihan apakah data yang direkam merupakan direksi 
atau komisaris atau tidak 

Direksi / Komisaris dapat juga berkedudukan sebagai 
pemegang saham. 

Ya 

5 Jabatan Diisi dengan jabatan sebagai direksi atau komisaris Tidak 



6 Nomor KTP (untuk asing 

isikan nomor Paspor) 

Diisi dengan nomor identitas dari pengurus / pemegang 
saham yang direkam. 

Tidak 

7 NPWP Diisi dengan nomor NPWP pengurus / pemegang 
saham yang direkam  

Bagian ini tidak mandatory, namun harus diisi apabila 
pengurus atau pemegang saham yang direkam bukan 
asing. Data NPWP yang diinput akan divalidasi dengan 
Direktorat Jenderal Pajak.  

Tidak 

8 Nomor Handphone Diisi dengan nomor handphone dari pengurus / 
pemegang saham yang direkam 

Tidak 

9 Email Diisi dengan alamat email dari pengurus / pemegang 
saham yang direkam 

Ya 

10 Alamat Diisi dengan alamat pengurus / pemegang saham yang 
direkam 

Ya 

11 Provinsi Pilihan provinsi sesuai dengan lokasi pengurus / 
pemegang saham yang direkam 

Tidak 

12 Kabupaten / Kota Pilihan kabupaten / kota pengurus / pemegang saham 
yang direkam 

Tidak 

13 Kecamatan Pilihan kecamatan dari pengurus / pemegang saham 
yang direkam 

Tidak 

14 Kelurahan / Desa Pilihan kelurahan / desa dari pengurus / pemegang 
saham yang direkam 

Tidak 

15 RT/RW Diisi dengan RT dan RW penguru / pemegang saham 
yang direkam 

Tidak 

16 Negara Asal Pilihan Negara asal pengurus / pemegang saham yang 
direkam 

Ya 

17 Total Modal Diisi dengan total modal dari pemegang saham yang 
direkam 

Ya 

Setelah selesai mengisi data pengurus dan pemegang saham, klik tombol . Data 

pengurus dan pemegang saham akan disimpan seperti gambar berikut: 

 

Gambar 24. Data Pengurus dan Pemegang Saham 

Selanjutnya untuk lanjut ke halaman Data Maksud dan Tujuan klik tombol . 



Data Maksud dan Tujuan 

Pelaku usaha selanjutnya melakukan pengisian Data Maksud dan Tujuan perusahaan. Maksud 

diisi dengan kategori pada buku KBLI yaitu menunjukkan garis pokok penggolongan aktivitas 

ekonomi.  Penggolongan ini diberi kode satu digit kode alfabet dari A sampai dengan U (21 

kategori). Sedangkan Tujuan diisi dengan Golongan Pokok yang merupakan uraian lebih lanjut 

dari kategori. Setiap kategori diuraikan menjadi satu atau beberapa golongan pokok menurut 

sifat masing-masing golongan pokok. Setiap golongan pokok diberi kode dua digit angka.  

 

Gambar 25. Form Data Maksud dan Tujuan 

Pada halaman form Data Maksud dan Tujuan pelaku usaha dapat menambahkan data maksud 

dan tujuan dengan menekan tombol . Data maksud dan tujuan yang ditampilkan 

harus sesuai dengan yang ada pada data legalitas perusahaan. Aplikasi akan menampilkan 

form tambah maksud dan tujuan sebagaimana gambar berikut: 

 

Gambar 26. Form Tambah Data Maksud dan Tujuan 



No Kolom Penjelasan Mandatory 

(harus diisi) 

Data Maksud dan Tujuan  

1 Maksud Pilihan kategori, dimulai dengan alfabet A sampai dengan 
U 

Ya 

2 Tujuan Pilihan golongan pokok yang muncul berdasarkan pilihan 
tujuan, dimulai dengan dua digit angka 

Ya 

Setelah selesai melakukan pengisian form, klik tombol  dan data maksud dan tujuan 

akan tersimpan. 

 

Gambar 27. Data Maksud dan Tujuan 

Selanjutnya untuk memvalidasi keseluruhan data klik tombol . 

Validasi Data 

Pada halaman Validasi Data pelaku usaha dapat melihat validasi dari data-data yang telah 

diinputkan sebelumnya. Apabila data sudah benar, maka pelaku usaha dapat melanjutkan 

untuk memproses NIB dengan mengklik tombol  untuk melanjutkan ke Step 

Perizinan Berusahan NIB. Tetapi jika masih ada data yang salah, maka aplikasi akan memberi 

pesan error dan pelaku usaha harus memperbaiki data terlebih dahulu dengan mengklik 

tombol . 



 

Gambar 28. Tampilan Validasi Semua Data Lengkap 

 

Gambar 29. Tampilan Validasi Data Tidak Lengkap 

 

 

 



2. Perizinan Berusaha 

2.1. Nomor Induk Berusaha (NIB) 

Pelaku usaha dapat melanjutkan untuk memroses Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan 

mengklik tombol . Permohonan perizinan berusaha NIB juga dapat diakses 

melalui menu Permohonan | Non Perseorangan | Perizinan Berusaha | Nomor Induk 

Berusaha (NIB). Pada tampilan awal ditampilkan daftar legalitas yang dimiliki oleh pelaku 

usaha. Pelaku usaha dapat memilih data legalitas yang akan diajukan NIB dengan menekan 

button , kemudian klik .  

 

Gambar 30. Pilih Perusahaan 

Pelaku usaha akan dihadapkan dengan 5 langkah untuk menyelesaikan permohonan Nomor 

Induk Berusaha. Langkah – langkah itu adalah Periksa Data Legalitas, Input Data KBLI, Input 

Kelengkapan Data, Periksa Draft NIB dan Cetak NIB Anda. 

2.1.1 Periksa Data Legalitas 

Pada Periksa Data Legalitas akan ditampilkan data-data yang berasal dari AHU Online atau 

Perekaman. Data tersebut terdiri dari Data Perusahaan, Data Pengurus & Pemegang Saham, 

Data Maksud & Tujuan dan Data Pengesahan.  

 

 



Data Perusahaan 

Pada bagian ini ditampilkan Data Perusahaan yang berasal dari data legalitas pelaku usaha.  

 

Gambar 31.  Form Data Perusahaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Data Pengurus dan Pemegang Saham 

Pada bagian ini ditampilkan data saham, pengurus dan pemegang saham dan data 

kepemilikan modal sebagaimana tercantum pada data legalitas perusahaan. 

 

Gambar 32.  Data Pengurus dan Pemegang Saham 

 

 

 

 



Data Maksud dan Tujuan 

Pada bagian ini ditampilkan data maksud dan tujuan sebagaimana tercantum pada data 

legalitas perusahaan. 

 

Gambar 33.  Data Maksud dan Tujuan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Data Pengesahan 

Pada bagian ini ditampilkan data pengesahan sebagaimana tercantum pada data legalitas 

perusahaan. 

 

Gambar 34. Data Pengesahan 

2.1.2 Input Data KBLI 

Pada Input Data KBLI pelaku usaha dapat menambahkan data KBLI usahanya dengan menekan 

tombol . Maka sistem OSS akan menampilkan form tambah data KBLI. KBLI yang 

terdapat dalam pilihan adalah KBLI yang sesuai dengan Data Maksud dan Tujuan yang telah 

dimasukkan oleh pelaku usaha pada data legalitasnya.  

 

Gambar 35. Data KBLI 



Form tambah data KBLI: 

 

Gambar 36. Form Tambah Data KBLI 

Kemudian pilih KBLI yang sesuai dengan Maksud dan Tujuan di legalitas. Maka akan muncul 

pilihan Bidang Usaha yang sesuai dengan KBLI tersebut. Jika KBLI yang dimasukan tidak 

termasuk bidang usaha yang diatur berdasarkan ketentuan bidang usaha yang tertutup dan 

terbuka sesuai dengan Perpres 44 Tahun 2016, pelaku usaha dapat langsung mengklik tombol 

. 

 

Gambar 37. Form Tambah Data KBLI 



Lampiran Keterangan KBLI 

A. Detail KBLI 

Jika KBLI yang dimasukan terdapat Detail KBLI, maka pelaku usaha harus memilih Detail 

KBLInya seperti gambar berikut: 

 

Gambar 38. Form Pilih KBLI Anakan 

Kemudian klik  untuk menyimpan Data KBLI. 

B. Bidang Usaha yang Diatur Terkena Syarat DNI 

Jika Bidang Usaha terdapat di dalam pilihan, maka klik radio button  pada pilihan yang 

sesuai. Jika KBLI yang dipilih termasuk bidang usaha yang diatur berdasarkan ketentuan 

bidang usaha yang tertutup dan terbuka sesuai dengan Perpres 44 Tahun 2016, maka akan 

tampil pilihan Bidang Usaha sebagai berikut : 



 

Gambar 39. Form Pilih Bidang Usaha 

 Apabila KBLI tersebut digunakan pada proyek/kegiatan usaha di dalam KEK, maka 

pelaku usaha dapat menyimpan KBLI tersebut dengan menekan tombol 

. 

 Apabila KBLI tersebut tidak digunakan pada proyek/kegiatan usaha di dalam KEK, 

maka pelaku usaha yang memilih KBLI tersebut harus mengisi Data Izin Penanaman 

Modal seperti Nomor Izin Penanaman Modal dan Tanggal Izin Penanaman Modal. 

Kemudian klik  untuk menyimpan Data KBLI. 

 

 



C. Bidang Usaha yang Diatur Tidak Terdapat di Dalam Pilihan 

Jika Bidang Usaha tidak terdapat di dalam pilihan, maka klik radio button  pada “Pilihan 

kegiatan usaha tidak termasuk bidang usaha yang terdaftar di atas”. Dan tulis uraian usaha 

pada kolom yang telah disediakan. Kemudian klik  untuk menyimpan Data 

KBLI. 

 

Gambar 40. Form Pilih Bidang Usaha 

Setelah Data KBLI tersimpan maka akan tampil dalam daftar, dan pelaku usaha dapat 

melanjutkan ke proses selanjutnya dengan menekan tombol . 



 

Gambar 41. Daftar Data KBLI 

2.1.3 Input Kelengkapan Data 

Pada Input Kelengkapan Data pelaku usaha dihadapkan dengan beberapa pertanyaan 

mengenai Aktivitas Kepabeanan, Data Pendaftaran BPJS dan Data Wajib Lapor 

Ketenagakerjaan Di Perusahaan (WLKP). 

 

Gambar 42. Form Input Kelengkapan Data 



A. Aktivitas Kepabeanan 

Apabila pelaku usaha akan melakukan aktivitas kepabeanan dan cukai, maka akan tampil 

pilihan sebagai di bawah ini. Pelaku usaha dapat memilih sesuai dengan kebutuhannya. 

 

Gambar 43. Aktivitas Kepabeanan 

B. Data Pendaftaran BPJS 

Apabila perusahaan belum memiliki Nomor Virtual Account (BJPS Kesehatan) dan Nomor 

Pendaftaran Perusahaan (BPJS Ketenagakerjaan), maka pelaku usaha menjawab “Tidak” pada 

kedua pertanyaan tersebut.  

Apabila perusahaan sudah mempunyai Nomor Virtual Account (BJPS Kesehatan) dan Nomor 

Pendaftaran Perusahaan (BPJS Ketenagakerjaan), maka pelaku usaha menjawab “Ya” pada 

kedua pertanyaan tersebut dan mengisi Nomor yang telah dimiliki. 

 

Gambar 44. Data Pendaftaran BPJS 

C. Data Wajib Lapor Ketenagakerjaan Di Perusahaan (WLKP) 

Apabila perusahaan belum memiliki Nomor Wajib Lapor Ketenagakerjaan (WLKP), maka 

pelaku usaha menjawab “Tidak” pada pertanyaan tersebut.  



Apabila perusahaan sudah mempunyai Nomor Wajib Lapor Ketenagakerjaan (WLKP), maka 

pelaku usaha menjawab “Ya” pada pertanyaan tersebut dan mengisi Nomor yang telah 

dimiliki. 

 

Gambar 45. Data WLKP 

Setelah selesai menjawab pertanyaan pada form Kelengkapan Data, maka pelaku usaha dapat 

menekan tombol . Dan pelaku usaha akan diarahkan ke halaman Periksa Draft NIB. 

2.1.4 Periksa Draft NIB 

Pada Periksa Draft NIB pelaku usaha dapat melihat rangkuman dari data-data yang telah 

diisikan sebelumnya. Periksa Draft NIB terdiri dari Data KBLI dan Validasi Data Permohonan.  



 

Gambar 46. Periksa Draft NIB 

Pelaku usaha dapat melakukan preview Draft NIB dengan menekan tombol . 

Kemudian sistem akan menampilkan sebagai berikut : 



 



 

Gambar 47. Preview Draft NIB 



Pelaku usaha dapat melanjutkan proses NIB dengan menchecklist terlebih dahulu pada bagian 

disclaimer seperti di bawah ini: 

 

Gambar 48. Checklist Disclaimer NIB 

Kemudian pelaku usaha dapat menekan tombol . Dan pelaku usaha akan diarahkan 

ke halaman Cetak NIB Anda. 

2.1.5 Cetak NIB Anda 

Pada Cetak NIB Anda pelaku usaha telah mendapatkan NIB. Pada halaman ini juga pelaku 

usaha dapat melihat Nomor Daftar BPJS Kesehatan dan Nomor Daftar BPJS Ketenagakerjaan. 

 

Gambar 49. Cetak NIB 



Pelaku usaha dapat melihat NIB dengan menekan tombol . Kemudian sistem 

akan menampilkan sebagai berikut : 

 



 

Gambar 50. NIB 



Pelaku usaha dapat melihat Nomor Daftar BPJS Kesehatan dengan menekan tombol 

. Kemudian sistem akan menampilkan sebagai berikut : 

 

Gambar 51. Nomor Daftar BPJS Kesehatan 



Pelaku usaha dapat melihat Nomor Daftar BPJS Ketenagakerjaan dengan menekan tombol 

. Kemudian sistem akan menampilkan sebagai berikut : 

 

Gambar 52. Nomor Daftar BPJS Ketenagakerjaan 



Pelaku usaha dapat melanjutkan ke proses Izin Usaha dengan menekan tombol 

. Dan pelaku usaha akan diarahkan ke halaman Proses Izin Usaha. 

2.2. Izin Usaha 

Permohonan perizinan berusaha Izin Usaha dapat diakses melalui menu Permohonan | Non 

Perseorangan | Perizinan Berusaha | Izin Usaha. Pada tampilan awal ditampilkan daftar NIB 

yang dimiliki oleh pelaku usaha.  

 

Gambar 53. Daftar NIB 

Pelaku usaha dapat memilih NIB yang akan diajukan Izin Usaha dengan menekan button , 

kemudian klik . Pelaku usaha akan dihadapkan dengan 8 langkah untuk 

menyelesaikan permohonan Izin Usaha. Langkah – langkah itu adalah pengisian Data Proyek, 

Data Lokasi, Izin Lokasi, Izin Lingkungan, IMB + SLF, Izin Usaha, Draft Proyek dan Izin dan 

Output Proyek. 



 

Gambar 54. Daftar Proyek/Kegiatan Usaha 

Pelaku usaha dapat mengisi data proyek pada KBLI yang terdapat pada NIB tersebut dengan 

menekan tombol  kemudian pilih , aplikasi akan menampilkan halaman 

data proyek. 

 

 

 

 

 

 



2.2.1 Data Proyek 

 

Gambar 55. Data Proyek 



Pada step data proyek, pelaku usaha dihadapkan pada form isian yang harus diisi untuk 

melanjutkan proses permohonan izin usaha, seperti : 

a. Jenis Proyek 

 

Gambar 56. Jenis Proyek 

No Kolom Penjelasan Mandatory  

Jenis Proyek  

1 Utama Proyek merupakan kegiatan utama Ya 

2 Pendukung Proyek merupakan kegiatan pendukung dari kegiatan 
utama 

Ya 

3 Kantor Cabang 

Administrasi 

Proyek merupakan sebagai kantor cabang administrasi 
(biasanya hanya untuk bidang usaha perdagangan 

Ya 

 

b. NPWP Lokasi Proyek 

 

Gambar 57. NPWP Lokasi Proyek 

No Kolom Penjelasan Mandatory  

Status Lokasi Proyek  

1 Apakah lokasi 

proyek ini memiliki 

NPWP berbeda 

dengan Kantor 

Pusat? 

Pilihan status lokasi proyek memiliki NPWP berbeda dengan 
Kantor Pusat berupa Ya atau Tidak 

Ya 

2 Nama Kantor yang 

Terdaftar dalam 

NPWP 

Diisi dengan Nama Kantor yang Terdaftar dalam NPWP Ya 



3 NPWP Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak untuk lokasi proyek 
tersebut. NPWP sudah dikunci 9 digitnya sama seperti 
kantor pusat 

Tidak 

 

 

c. List Produk/Jasa 

 

Gambar 58. List Produk/Jasa 

Pelaku usaha dapat menambahkan data produk/jasa dari kelompok KBLI yang sudah 

dipilih dengan menekan tombol , maka aplikasi akan menampilkan halaman 

form sebagai berikut : 

 

Gambar 59. Tambah Data Produk 

No Kolom Penjelasan Mandatory  

Data Produk/Jasa  

1 Pilih KBLI Pilihan KBLI sesuai dengan KBLI yang telah dimasukkan pada 
data legalitas perusahaan 

Ya 



2 Pilih Bidang Usaha Diisi dengan bidang usaha dan uraian usaha Ya 

3 Jenis Produk/Jasa Diisi dengan jenis produks/jasa Ya 

4 Kapasitas Diisi dengan jumlah kapasitas pertahun Ya 

5 Satuan Diisi dengan satuan kapasitas Ya 

6 Merk Dagang Diisi dengan merk dagang produk Tidak 

7 Pemegang Paten Diisi dengan nama pemegang paten Tidak 

8 Pemegang HAKI Diisi dengan nama pemegang HAKI Tidak 

 

d. Data Usaha Perusahaan 

 

Gambar 60. Data Usaha Perusahaan 

No Kolom Penjelasan Mandatory  

Data Usaha Perusahaan  

1 Apakah Status Usaha Proyek 

Anda 

Pilihan status usaha proyek berupa proyek baru 
dan proyek lama 
 

 Proyek baru merupakan proyek yang belum 
memiliki izin usaha 

 Proyek lama merupakan proyek yang sudah 
memiliki izin usaha 

Ya 

2 Luas tanah yang akan 

digunakan untuk kegiatan 

usaha 

Diisi dengan jumlah luas tanah yang akan 
diperoleh untk mendapatkan Izin Lokasi 

Luas diisikan dalam satuan m2 atau ha 

Ya 

3 Tenaga Kerja Indonesia (L) Diisi dengan jumlah Tenaga Kerja Indonesia 
berjenis kelamin laki-laki 

Ya 

4 Tenaga Kerja Indonesia (P) Diisi dengan jumlah Tenaga Kerja Indonesia 
berjenis kelamin perempuan 

Ya 

5 Pilih Status Bangunan Usaha Pilihan status bangunan usaha berupa sewa dan 
bukan sewa 

Ya 

e. Data Nilai Investasi 

Data Nilai Investasi muncul ketika jenis proyek adalah Proyek Utama. 

*) Jika proyek ini merupakan proyek baru, maka data ini adalah data rencana  



*) Jika proyek ini merupakan proyek yang sudah berjalan, maka data ini adalah data 

realisasi 

 

Gambar 61. Data Nilai Investasi 

No Kolom Penjelasan Mandatory  

Data Nilai Investasi  

1 Bangunan / Gedung Diisi dengan nilai investasi pada bangunan / 
gedung dalam satuan Rupiah 

Ya 

2 Mesin Peralatan Dalam Negeri Diisi dengan nilai investasi pada mesin peralatan 
yang dibeli di dalam negeri dalam satuan Rupiah 

Ya 

3 Mesin Peralatan Impor Diisi dengan nilai investasi pada mesin peralatan 
yang dibeli di luar negeri dalam satuan Rupiah 

Ya 

4 Pembelian dan Pematangan 

Tanah 

Diisi dengan nilai investasi pembelian dan 
pematangan tanah  dalam satuan Rupiah 

Ya 

5 Investasi Lain-Lain Diisi dengan nilai investasi lain-lain dalam satuan 
Rupiah 

Ya 

6 Total Modal Tetap Otomatis terisi dari penjumlahan Pembelian dan 
Pematangan Tanah + Bangunan / Gedung + 
Mesin Peralatan Dalam Negeri + Mesin Peralatan 
Impor + Investasi Lain – Lain dalam satuan 
Rupiah 

Ya 

7 Modal Kerja 3 Bulanan Diisi dengan nilai investasi modal kerja dalam 3 
bulan dalam satuan Rupiah 

* Contoh untuk pembelian bahan baku & biaya 
operasional lainnya 

Ya 

8 Jumlah Nilai Investasi Otomatis terisi dari penjumlahan Total Modal 
Tetap dan Modal Kerja 3 bulanan 

Ya 



Setelah selesai mengisi semua form maka pelaku usaha dapat melanjutkan untuk mengisi 

form selanjutnya dengan menekan tombol . Kemudian pelaku usaha akan diarahkan 

ke form berikutnya. 



2.2.2 Data Lokasi 

 

Gambar 62. Data Lokasi 



Pada step data lokasi, pelaku usaha dihadapkan pada form isian yang harus diisi untuk 

melanjutkan proses permohonan izin usaha, seperti : 

a. Penanggung Jawab Proyek 

 

Gambar 63. Data Penanggung Jawab Proyek 

No Kolom Penjelasan Mandatory  

Penanggung Jawab Proyek  

1 Nama Penanggung Jawab 

Proyek 

Diisi dengan Nama Penanggung Jawab Proyek Ya 

2 NIK Penanggung Jawab Proyek Diisi dengan NIK Penanggung Jawab Proyek Ya 

 

b. Detail Pengisian Lokasi Usaha 

 

Gambar 64. Data Detail Pengisian Lokasi Usaha 

No Kolom Penjelasan Mandatory  

Detail Pengisian Lokasi Usaha  

1 Apakah Lokasi Usaha Anda 

sudah memiliki Izin Lokasi? 

Pilihan sudah memiliki Izin Lokasi berupa Ya dan 
Tidak 
 
Jika “Tidak” maka muncul pertanyaan: 
”Status Lahan Anda” 
Pilihan status lahan berupa Sewa dan Bukan Sewa 

Ya 

2 Apakah berada dalam lintas 

provinsi/kabupaten/kota? 

Pilihan berada dalam lintas 
provinsi/kabupaten/kota berupa Ya dan Tidak 

Ya 

3 Apakah lokasi Anda berada 

pada daratan? 

Pilihan lokasi berupa Daratan berupa Ya dan Tidak 
 
Jika “Ya” maka muncul pilihan: 

Daratan 

Ya 



4 Apakah lokasi Anda berada 

pada perairan? 

Pilihan lokasi berupa Perairan berupa Ya dan 
Tidak 
 
Jika “Ya” maka muncul pilihan: 
Perairan 

Ya 

 

c. Data Alamat Lokasi 

 

Gambar 65. Data Alamat Lokasi 

No Kolom Penjelasan Mandatory  

Data Alamat Lokasi  

1 Alamat Lokasi Usaha Diisi dengan alamat lokasi usaha 

Tuliskan hanya nama jalan dan nomor, tanpa 
RT/RW kecamatan, kelurahan ataupun kota. 

Ya 

2 Provinsi Pilihan provinsi, akan muncul daftar provinsi, pilih 
provinsi yang sesuai dengan alamat lokasi usaha 

Ya 

3 Kabupaten / Kota Pilihan kabupaten / kota, akan muncul sesuai 
pilihan provinsi pada pilihan sebelumnya 

Ya 

4 Kecamatan Pilihan kecamatan, akan muncul sesuai pilihan 
kabupaten / kota pada pilihan sebelumnya 

Ya 

5 Kelurahan / Desa Pilihan kelurahan / desa, akan muncul sesuai 
pilihan kecamatan pada pilihan sebelumnya 

Ya 

6 Lokasi Usaha Pilihan lokasi usaha berupa Di Luar Kawasan dan 
Di Dalam Kawasan 

Ya 



7 Cari Koordinat Diisi dengan nama jalan dari alamat lokasi usaha, 
sistem akan menampilkan titik pada peta 

Ya 

8 Longitude Diisi dengan koordinat longitude sesuai dengan 
letak titik pada peta RDTR 

Ya 

9 Latitude Diisi dengan koordinat latitude sesuai dengan 
letak titik pada peta RDTR 

Ya 

 

d. List Lokasi Proyek Hamparan 

List lokasi proyek hamparan akan muncul ketika pelaku usaha memilih jenis lokasi 

hamparan pada detail pengisian lokasi usaha. 

 

Gambar 66. List Lokasi Proyek Hamparan 

Pelaku usaha dapat menambahkan lokasi proyeknya dengan menekan tombol

, aplikasi akan menampilkan form sebagai berikut : 



 

Gambar 67. Tambah Lokasi Proyek 

No Kolom Penjelasan Mandatory  

Data Alamat Lokasi  

1 Apakah lokasi Anda berada 

pada daratan? 

Pilihan lokasi berupa Daratan berupa Ya dan Tidak 
 
Jika “Ya” maka muncul pilihan: 

Daratan 

Ya 

2 Apakah lokasi Anda berada 

pada perairan? 

Pilihan lokasi berupa Perairan berupa Ya dan 
Tidak 
 
Jika “Ya” maka muncul pilihan: 
Perairan 

Ya 

3 Alamat Lokasi Usaha Diisi dengan alamat lokasi usaha 

Tuliskan hanya nama jalan dan nomor, tanpa 
RT/RW kecamatan, kelurahan ataupun kota. 

Ya 

4 Provinsi Pilihan provinsi, akan muncul daftar provinsi, pilih 
provinsi yang sesuai dengan alamat lokasi usaha 

Ya 



5 Kabupaten / Kota Pilihan kabupaten / kota, akan muncul sesuai 
pilihan provinsi pada pilihan sebelumnya 

Ya 

6 Kecamatan Pilihan kecamatan, akan muncul sesuai pilihan 
kabupaten / kota pada pilihan sebelumnya 

Ya 

7 Kelurahan / Desa Pilihan kelurahan / desa, akan muncul sesuai 
pilihan kecamatan pada pilihan sebelumnya 

Ya 

8 Lokasi Usaha Pilihan lokasi usaha berupa Di Luar Kawasan dan 
Di Dalam Kawasan 

Ya 

9 Longitude Diisi dengan koordinat longitude sesuai dengan 
letak titik pada peta RDTR 

Ya 

10 Latitude Diisi dengan koordinat latitude sesuai dengan 
letak titik pada peta RDTR 

Ya 

 

Setelah selesai mengisi semua form maka pelaku usaha dapat melanjutkan untuk mengisi 

form selanjutnya dengan menekan tombol . Kemudian pelaku usaha akan diarahkan 

ke form berikutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.3 Izin Lokasi 

Pada step izin lokasi, pelaku usaha dihadapkan pada pertanyaan/quisioner mengenai data-

data yang dibutuhkan untuk izin lokasi. Aplikasi akan menampilkan halaman sebagai berikut: 

 

Gambar 68. Izin Lokasi 

No Kolom Penjelasan Mandatory  

Izin Lokasi  

1 Apakah Anda sudah 

mempunyai Izin Lokasi 

Pilihan sudah mempunyai Izin Lokasi berupa Ya 
dan Tidak 

Ya 

2 Akan dipergunakan untuk 

Proyek Strategis Nasional 

Pilihan akan dipergunakan untuk PSN berupa Ya 
dan Tidak 

Ya 

 

Setelah selesai mengisi form maka pelaku usaha dapat melanjutkan untuk mengisi form 

selanjutnya dengan menekan tombol . Kemudian pelaku usaha akan diarahkan ke form 

berikutnya. 

 

 

 



2.2.4 Izin Lingkungan 

Pada step izin lingkungan, pelaku usaha dihadapkan pada checkbox mengenai komitmen izin 

lingkungan. Izin lingkungan terdiri dari AMDAL, UKL/UPL, SPPL dan khusus yang berada di 

Kawasan Industri terdapat izin lingkungan RKL/RPL.  

 Apabila pelaku usaha belum mempunyai izin lingkungan, maka pelaku usaha harus 

mengklik checklist pada checkbox yang telah disediakan. 

 Apabila pelaku usaha telah mempunyai izin lingkungan, maka pelaku usaha perlu 

mengupload izin lingkungannya. 

Aplikasi akan menampilkan halaman sebagai berikut : 

 

Gambar 69. Izin Lingkungan 



Pelaku usaha dapat memilih satu atau lebih izin lingkungan sesuai dengan kebutuhan 

usahanya. Ketika mengklik salah satu izin lingkungan maka akan tampil form seperti berikut: 

 Pelaku usaha belum memiliki izin lingkungan : 

 

Gambar 70. Form Belum Memiliki Izin Lingkungan 

 Pelaku usaha telah memiliki izin lingkungan : 

 

Gambar 71. Form Telah Memiliki Izin Lingkungan 

No Kolom Penjelasan Mandatory  

Form Izin Lingkungan  

1 Pilih Kewenangan Izin Anda Pilihan kewenangan izin berupa Kabupaten/Kota, 
Provinsi dan Pusat 

Ya 

2 Sudah Memiliki Izin Tersebut Pilihan sudah memiliki izin berupa Ya dan Tidak Ya 

Form Pemutakhiran Izin Lingkungan 

3 Nama Pejabat Penerbitan Izin Diisi dengan Nama Pejabat Penerbit Izin tersebut Ya 

4 Nomor Diisi dengan Nomor Izin tersebut Ya 

5 Lampiran File Upload file izin yang sudah dimiliki  Ya 

6 Tanggal Terbit Diisi dengan Tanggal Terbit Izin tersebut Ya 

7 Tanggal Expired Diisi dengan Tanggal Expired Izin tersebut Ya 

 

Setelah selesai mengisi form maka pelaku usaha dapat melanjutkan untuk mengisi form 

selanjutnya dengan menekan tombol . Kemudian pelaku usaha akan diarahkan ke form 

berikutnya. 



2.2.5 IMB + SLF 

Pada step IMB + SLF, pelaku usaha dihadapkan pada form komitmen IMB dan komitmen SLF. 

Aplikasi akan menampilkan halaman sebagai berikut : 

 

Gambar 72. Form IMB + SLF 

 



No Kolom Penjelasan Mandatory  

Form Data Bangunan  

1 Masukan jumlah bangunan 

Anda 

Diisi dengan jumlah bangunan yang ada dalam 
proyek tersebut 

Ya 

2 Masukan jumlah bangunan 

yang sudah memiliki IMB  

Diisi dengan jumlah bangunan yang sudah 
memiliki IMB yang ada dalam proyek tersebut 

Ya 

Form Pemutakhiran IMB dan SLF 

3 Nama Pejabat Penerbitan Izin Diisi dengan Nama Pejabat Penerbit Izin tersebut Ya 

4 Nomor Diisi dengan Nomor Izin tersebut Ya 

5 Lampiran File Upload file izin yang sudah dimiliki  Ya 

6 Tanggal Terbit Diisi dengan Tanggal Terbit Izin tersebut Ya 

7 Tanggal Expired Diisi dengan Tanggal Expired Izin tersebut Ya 

 

Setelah selesai mengisi form maka pelaku usaha dapat melanjutkan untuk mengisi form 

selanjutnya dengan menekan tombol . Kemudian pelaku usaha akan diarahkan ke form 

berikutnya. 



2.2.6 Izin Usaha 

 

Gambar 73. Form Izin Usaha 

Lakukan checklist   pada checkbox  Izin Usaha yang dibutuhkan atau dimiliki oleh pelaku 

usaha.  

 Pelaku usaha belum memiliki Izin Usaha tersebut (menjawab sebagai Proyek Baru 

pada step1) 

 



 Pelaku usaha sudah memiliki Izin Usaha tersebut (menjawab sebagai Proyek Lama 

pada step1) 

 

No Kolom Penjelasan Mandatory  

Form Izin Usaha  

1 Bidang Spesifik Kegiatan  Ya 

2 Kriteria Kegiatan  Ya 

Form Pemutakhiran Izin Usaha 

3 Nama Pejabat Penerbitan Izin Diisi dengan Nama Pejabat Penerbit Izin tersebut Ya 

4 Nomor Diisi dengan Nomor Izin tersebut Ya 

5 Lampiran File Upload file izin yang sudah dimiliki  Ya 

6 Tanggal Terbit Diisi dengan Tanggal Terbit Izin tersebut Ya 

7 Tanggal Expired Diisi dengan Tanggal Expired Izin tersebut Ya 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.7 Draft Proyek dan Izin 

Pada Draft Proyek dan Izin pelaku usaha dapat melihat rangkuman dari data-data yang telah 

diisikan sebelumnya. Draft Proyek dan Izin terdiri dari: 

 



 

Gambar 74. Validasi Data Proyek 

Setelah selesai mengecek data-data yang telah diisikan, maka pelaku usaha dapat 

melanjutkan untuk mendapatkan Izin Usaha dengan men-checklist disclaimer di bagian 

bawah step validasi data proyek seperti sebagai berikut: 

 

Gambar 75. Disclaimer Data Proyek 



Selanjutnya pelaku usaha dapat menekan tombol . Kemudian pelaku usaha 

akan diarahkan ke step berikutnya. 

2.2.8 Output Proyek 

Pada Output Proyek merupakan step terakhir pada permohonan Izin Usaha. Pelaku usaha 

dapat melihat preview Izin Lokasi, Izin Lingkungan dan Izin Usaha untuk usaha miliknya.  



 



 

Gambar 76. Output Proyek 



2.2.9 Preview Output 

Izin Lokasi 

 

Gambar 77. Preview Izin Lokasi 



Izin Lingkungan 

 

Gambar 78. Preview Izin Lingkungan 



IMB 

 

Gambar 79. Preview IMB 



2.2.10 Preview Izin Usaha 

Untuk melihat izin usaha, pelaku usaha dapat melalui menu Permohonan | Non 

Perseorangan | Perizinan Berusaha | Izin Usaha. Sistem akan menampilkan halaman sebagai 

berikut: 

 

Gambar 80. Halaman Daftar NIB Non Perseorangan V1.1 

Pelaku usaha dapat memilih NIB yang akan dilihat data izinnya dengan menekan button , 

kemudian klik . Sistem akan menampilkan jenis Izin Usaha yang dimiliki 

pelaku usaha tersebut sebagai berikut: 

 

Gambar 81. Jenis Izin Usaha 

 

 

 



Pelaku usaha dapat memilih jenis Izin Usaha yang ingin ditampilkan/dicetak.  

a. Cetak Izin Usaha 

Cetak Izin Usaha merupakan tombol untuk menampilkan Izin Usaha yang telah memenuhi 

komitmen dan berlaku efektif; dan/atau belum memenuhi komitmen. Akan ditampilkan 

juga lampiran dari lokasi usaha yang memiliki status Izin yang sama, baik telah memenuhi 

komitmen dan berlaku efektif; dan/atau belum memenuhi komitmen. Pilih jenis Izin 

Usaha kemudian klik tombol . Sistem akan menampilkan sebagai berikut: 



  

Gambar 82. Cetakan Izin Usaha V1.1 

 



b. Cetak Izin Usaha QR Code 

Cetak Izin Usaha QR Code merupakan tombol untuk menampilkan semua lokasi usaha 

yang jenis Izin Usaha tersebut. Akan ada status dari masing-masing lokasi, apakah telah 

memenuhi komitmen dan berlaku efektif; atau belum memenuhi komitmen. Pilih jenis 

Izin Usaha kemudian klik tombol . Sistem akan menampilkan sebagai 

berikut: 



 

Gambar 83. Cetakan Izin Usaha QR Code V1.1 



2.3. Izin Komersial / Operasional 

Permohonan perizinan berusaha Izin Komersial / Operasional dapat diakses melalui menu 

Permohonan | Non Perseorangan | Perizinan Berusaha | Izin Komersial / Operasional. Pada 

tampilan awal ditampilkan daftar NIB yang dimiliki oleh pelaku usaha. Pelaku usaha dapat 

memilih NIB dengan menekan button  pada NIB yang akan diajukan izin 

komersial/operasionalnya, lalu klik . 

 

Gambar 84. Daftar NIB 

Setelah memilih NIB, pelaku usaha selanjutnya memilih kegiatan usaha apa yang akan 

diajukan izin komersial/operasionalnya. Pelaku usaha dapat memilih kegiatan usaha dengan 

menekan button  pada kegiatan usaha yang akan diajukan izin komersial/operasionalnya, 

lalu klik . 



 

Gambar 85. Daftar Kegiatan Usaha 

2.3.1 Izin Komersial/Operasional 

 

Gambar 86. Form Izin Komersial/Operasional 



Lakukan checklist   pada checkbox  Izin Komersial/Operasional yang dibutuhkan atau 

dimiliki oleh pelaku usaha. Pelaku usaha dapat memilih satu atau lebih izin sesuai dengan 

kebutuhan usahanya. 

 

Gambar 87. Pilih Izin Komersial/Operasional 

 

No Kolom Penjelasan Mandatory  

Form Izin Komersial/Operasional  

1 Bidang Spesifik Kegiatan  Ya 

2 Kriteria Kegiatan  Ya 

 

Setelah selesai mengisi form maka pelaku usaha dapat melanjutkan untuk mengisi form 

selanjutnya dengan menekan tombol . Kemudian pelaku usaha akan 

diarahkan ke form berikutnya. 

2.3.2 Draft Izin Komersial/Operasional 

Pada Draft Izin Komersial/Operasional pelaku usaha dapat melihat rangkuman dari data-data 

yang telah diisikan sebelumnya. Tampilan Draft Izin Komersial/Operasional sebagai berikut : 



 

Gambar 88. Draft Izin Komersial/Operasional 

2.3.3 Output Izin Komersial/Operasional 

Pada Output Izin Komersial/Operasional merupakan step terakhir pada permohonan Izin 

Komersial/Operasional. Pelaku usaha dapat melihat Komitmen Izin Komersial/Operasional 

untuk kegiatan usaha miliknya. 

 

Gambar 89. Output Izin Komersial/Operasional 



 

Gambar 90. Preview Izin Komersial/Operasional 



3. Tax Holiday 

3.1. Permohonan (Pasal 3) 

Pelaku usaha dapat mengajukan Permohonan Tax Holiday (Pasal 3) dengan ketentuan: 

1. Nilai investasi minimal 100.000.000.000 Rupiah (Mini Tax Holiday), dan 

2. KBLI yang digunakan Eligible Tax Holiday 

Pelaku usaha dapat mengakses menu ini melalui Permohonan | Non Perseorangan | Tax 

Holiday | Permohonan (Pasal 3).  Sistem akan menampilkan Daftar NIB seperti gambar 

berikut. Apabila NIB tidak ada dalam daftar, maka NIB tersebut belum memenuhi ketentuan 

di atas. 

 

Gambar 91. Daftar NIB Tax Holiday (Pasal 3) 

Klik radio button  lalu klik  untuk menampilkan Daftar Proyek/Usaha. Sistem akan 

menampilkan daftar sebagai berikut: 



 

Gambar 92. Daftar Proyek/Usaha 

Klik radio button  lalu klik  . Sistem akan menampilkan form sebagai 

berikut: 



Data Perusahaan 

 

Gambar 93. Data Perusahaan 

No Kolom Penjelasan Mandatory  

Data Perusahaan  

1 Nama Perusahaan Telah terisi oleh system / generated by system Ya 

2 NIB Telah terisi oleh system / generated by system Ya 

3 NPWP Telah terisi oleh system / generated by system Ya 

4 Alamat Perusahaan Telah terisi oleh system / generated by system Ya 

5 Data Akta Berisi data akta perusahaan Ya 

6 Data Proyek Berisi data proyek yang terdiri dari KBLI, Alamat Proyek dan 
Data Investasi 

Ya 



Setelah selesai melihat form Data Perusahaan dan Data Proyek maka pelaku usaha dapat 

melanjutkan untuk mengisi form selanjutnya dengan menekan tombol . Kemudian 

pelaku usaha akan diarahkan ke form berikutnya. 

Dokumen Persyaratan 

 

Gambar 94. Dokumen Persyaratan 

No Kolom Penjelasan Mandatory  

Dokumen Persyaratan  

1 Surat Keterangan 

Fiskal (SKF) Seluruh 

Pemegang Saham 

Unggah dokumen yang sesuai Ya 

2 Data Aktiva Unggah dokumen yang sesuai Ya 

3 Surat Penjelasan 

Pemenuhan DER 

(Debt to Equlty 

Ratio) 

Unggah dokumen yang sesuai Ya 

4 Apakah Proyek yang 

diajukan adalah 

Proyek Strategis 

Nasional (PSN) 

*Jika Ya, maka aplikasi akan menampilkan kolom untuk 
unggah Surat Penunjukan PSN 

 

Ya 



 

Setelah selesai mengisi form Dokumen Persyaratan maka pelaku usaha dapat melanjutkan ke 

preview permohonan dengan menekan tombol . Kemudian pelaku 

usaha akan diarahkan ke halaman sebagai berikut: 



Preview Permohonan 

 

Gambar 95. Preview Permohonan 

 



Apabila pelaku usaha sudah yakin dengan isian form, maka checklist dua disclaimer yang ada, 

lalu klik . Permohonan akan dikirim ke DJP untuk diproses. 

3.2. Permohonan (Pasal 5) 

Pelaku usaha dapat mengajukan Permohonan Tax Holiday (Pasal 5) dengan ketentuan: 

1. Nilai investasi minimal 100.000.000.000 Rupiah (Mini Tax Holiday), dan 

2. KBLI yang digunakan di luar KBLI Perdagangan 

Pelaku usaha dapat mengakses menu ini melalui Permohonan | Non Perseorangan | Tax 

Holiday | Permohonan (Pasal 5). Sistem akan menampilkan Daftar NIB seperti gambar 

berikut. Apabila NIB tidak ada dalam daftar, maka NIB tersebut belum memenuhi ketentuan 

di atas. 

 

Gambar 96. Daftar NIB Tax Holiday (Pasal 5) 

Klik radio button  lalu klik  untuk menampilkan Daftar Proyek/Usaha. Sistem akan 

menampilkan daftar sebagai berikut. 



 

Gambar 97. Daftar Proyek/Usaha 

Klik radio button  lalu klik . Sistem akan menampilkan form sebagai 

berikut. 



Data Perusahaan 

 

Gambar 98. Data Perusahaan 

No Kolom Penjelasan Mandatory  

Data Perusahaan  

1 Nama Perusahaan Telah terisi oleh system / generated by system Ya 

2 NIB Telah terisi oleh system / generated by system Ya 

3 NPWP Telah terisi oleh system / generated by system Ya 

4 Alamat Perusahaan Telah terisi oleh system / generated by system Ya 

5 Data Akta Berisi data akta perusahaan Ya 

6 Data Proyek Berisi data proyek yang terdiri dari KBLI, Alamat Proyek dan 
Data Investasi 

Ya 



Setelah selesai melihat form Data Perusahaan dan Data Proyek maka pelaku usaha dapat 

melanjutkan untuk mengisi form selanjutnya dengan menekan tombol . Kemudian 

pelaku usaha akan diarahkan ke form berikutnya. 

Dokumen Persyaratan 

 

Gambar 99. Dokumen Persyaratan 

No Kolom Penjelasan Mandatory  

Dokumen Persyaratan  

1 Surat Keterangan 

Fiskal (SKF) Seluruh 

Pemegang Saham 

Unggah dokumen yang sesuai Ya 

2 Data Aktiva Unggah dokumen yang sesuai Ya 

3 Surat Penjelasan 

Pemenuhan DER 

(Debt to Equlty 

Ratio) 

Unggah dokumen yang sesuai Ya 



4 Penjelasan 

Pemenuhan Kriteria 

Industri Pionir 

Unggah dokumen yang sesuai Ya 

5 Flowchart Proses 

Produksi 

Unggah dokumen yang sesuai Ya 

6 Apakah Proyek yang 

diajukan adalah 

Proyek Strategis 

Nasional (PSN) 

*Jika Ya, maka aplikasi akan menampilkan kolom untuk 
unggah Surat Penunjukan PSN 

 

Ya 

7 In Advance 

Confirmation 

*Jika Ya, maka aplikasi akan menampilkan kolom untuk 
unggah Surat In Advance Confirmation 

 

Ya 

 

Setelah selesai mengisi form Dokumen Persyaratan maka pelaku usaha dapat melanjutkan ke 

preview permohonan dengan menekan tombol . Kemudian pelaku 

usaha akan diarahkan ke halaman sebagai berikut: 



Preview Permohonan 

 

Gambar 100. Preview Permohonan 



Apabila pelaku usaha sudah yakin dengan isian form, maka checklist dua disclaimer yang ada, 

lalu klik . Permohonan akan dikirim ke BKPM untuk diproses. 

3.3. List Permohonan 

List permohonan Tax Holiday akan muncul pada menu Permohonan | Non Perseorangan | 

Tax Holiday | List Permohonan. Pelaku usaha dapat melihat status permohonan dari 

permohonan Tax Holiday sebagai berikut: 

 

Gambar 101. Daftar Permohonan Tax Holiday 

 

 

 



4. Tracking 

Tracking dapat diakses melalui menu Permohonan | Non Perseorangan | Perizinan Berusaha 

| Tracking. Pada sub menu ini akan ditampilkan pendistribusian NIB, komitmen izin dasar, 

komitmen izin usaha dan komitmen izin komersial. 

 

Gambar 102. Tracking 

Tracking Izin Dasar 

Pelaku usaha dapat memilih NIB dengan menekan button  pada NIB yang akan dilihat 

pendistribusian Izin Dasarnya, lalu klik , maka sistem akan menampilkan sebagai 

berikut: 

 

Gambar 103. Tracking Izin Dasar 



Pelaku usaha dapat melihat history izin dengan memilih izin lalu mengklik tombol 

. Pelaku usaha juga dapat mengirim ulang izin dengan cara memilih izin lalu 

mengklik tombol . 

Tracking Izin Usaha/Komersial 

Pelaku usaha dapat memilih NIB dengan menekan button  pada NIB yang akan dilihat 

pendistribusian Izin Usaha/Komersial, lalu klik , maka sistem akan 

menampilkan sebagai berikut: 

 

Gambar 104. Daftar Kegiatan Usaha 

Pelaku usaha dapat mengklik 2x pada kegiatan usaha yang terdapat di dalam daftar kegiatan 

usaha, maka akan tampil daftar izin pada kegiatan usaha tersebut seperti gambar berikut: 



 

Gambar 105. Tracking Izin Usaha/Komersial 

 Kolom Status Izin, berisi status izin yang dikirimkan ke instansi ataupun pemerintah 

daerah. Status yang akan muncul di kolom Status Izin dapat berupa status: Belum 

Terkirim, Terkirim, Disetujui dan status lainnya. 

 Kolom Unggah Izin, berisi dokumen yang diunggah oleh pelaku usaha 

 Kolom Respon File Izin, berisi dokumen yang diunggah oleh K/L/D 

 

 

 



5. Pendelegasian Perizinan 

Pendelegasian Perizinan dapat diakses melalui menu Permohonan | Non Perseorangan | 

Pendelegasian Perizinan. Pendelegasian Perizinan digunakan untuk mendelegasikan 

pengurusan perizinan berusaha dari penanggung jawab perusahaan sebagai pemilik akun OSS 

(pemberi kuasa) kepada karyawan perusahaan (penerima kuasa). 

 

Gambar 106. Pendelegasian Perizinan 



5.1. Pendelegasian Perizinan 

Pada menu Pendelegasian Perizinan, pelaku usaha dapat melakukan pendelegasian dengan 

memilih perusahaan dan menekan tombol . Sistem akan 

menampilkan form pendelegasian sebagai berikut:  

 

Gambar 107. Form Pendelegasian Pengurusan Perizinan 

No Kolom Penjelasan Mandatory  

Penerima Kuasa  

1 NIK Diisi dengan NIK karyawan perusahaan yang akan 
didelegasikan 

Ya 

2 Nama Otomatis terisi dengan nama karyawan sesuai NIK yang telah 
diinput 

 

3 Username Otomatis terisi dengan username sesuai NIK yang telah 
diinput 

 

4 No. SK Diisi dengan nomor surat perjanjian atau kontrak kerja atau 
nomor induk karyawan yang bersangkutan 

Ya 



Klik  pada pernyataan yang ada di bagian bawah form dan klik  untuk melakukan 

pendelegasian. 

5.2. Pencabutan 

Pada menu Pendelegasian Perizinan, pelaku usaha dapat melakukan pencabutan delegasi 

dengan memilih perusahaan dan menekan tombol pada menu Pendelegasian Perizinan, 

pelaku usaha dapat melakukan pendelegasian dengan memilih perusahaan dan menekan 

tombol . Sistem akan menampilkan form pencabutan delegasi sebagai berikut:  

 

Gambar 108.  Form Pencabutan Delegasi Pengurusan Perizinan 

Klik  pada pernyataan yang ada di bagian bawah form dan klik  untuk 

mengonfirmasi pencabutan delegasi. 

 

 



6. Perubahan Penanggung Jawab 

Perubahan Penanggung Jawab dapat diakses melalui menu Permohonan | Non Perseorangan 

| Perubahan Penanggung Jawab. Pelaku usaha dapat melakukan perubahan penanggung 

jawab atau pengurusan perizinan karena adanya perubahan/penggantian penanggung jawab 

perusahaan (sebagai pemilik akun OSS) sebagaimana telah dinyatakan dalam akta perubahan. 

Penanggung jawab perusahaan yang baru harus melakukan registrasi di Portal OSS. Alur 

proses registrasi bisa dilihat pada Petunjuk Teknis Pengisian Registrasi OSS yang dapat diakses 

di Informasi | Petunjuk Teknis Pengisian | Registrasi. 

Setelah berhasil melakukan aktivasi dan login, pelaku usaha memulai proses perubahan ke 

Menu Permohonan | Non Perseorangan | Perubahan Penanggung Jawab. 

 

Gambar 109. Daftar Perusahaan 



Pelaku usaha dapat menggunakan menu ini dengan menekan tombol 

, sistem akan menampilkan Form Data Perusahaan. 

 

Gambar 110.  Form Data Perusahaan 

Masukkan nama Perusahaan yang akan diubah penanggung jawab atau pengurusan 

perizinan, kemudian klik . Apabila berhasil mengambil data, maka akan 

muncul notifikasi sebagai berikut. 

 

Gambar 111.  Notifikasi Berhasil 

 

 

 



7. Merger 

Merger adalah proses penggabungan dua perseroan dengan salah satu di antaranya tetap 

berdiri (surviving company) dengan nama perseroannya sementara yang lain lenyap (merging 

company) dengan segala nama dan kekayaannya dimasukan dalam perseroan yang tetap 

berdiri tersebut. Merger dapat diakses melalui menu Permohonan | Non Perseorangan | 

Merger. Pada tampilan awal ditampilkan daftar NIB perusahaan. Pelaku usaha dapat memilih 

data NIB yang akan merger dengan menekan button , kemudian klik .  

 

Gambar 112. Pilih NIB 

Setelah Pelaku Usaha menekan tombol , sistem akan menampilkan form 

merger sebagai berikut: 

 

Gambar 113. Form Merger 



Apabila data pada form merger sesuai, pelaku usaha dapat menekan tombol . 

Sistem akan menampilkan halaman Informasi Data Akta Merger sebagai berikut: 

 

Gambar 114. Informasi Data Akta Merger 



Apabila informasi data akta merger sesuai dan proyek pada Perusahaan Surviving dan 

Perusahaan Merging  ada, pelaku usaha dapat menekan tombol . Sistem akan 

memindahkan izin dari Perusahaan Merging ke Perusahaan Surviving setelah tanggal efektif 

merger berlaku. Sistem akan menampilkan halaman sebagai berikut: 

 

Gambar 115. Data Proyek Hasil Penggabungan 

Pelaku usaha dapat melihat NIB hasil merger dengan menekan tombol . 

Kemudian sistem akan menampilkan sebagai berikut : 



 



 

Gambar 116. NIB Hasil Merger 



8. RPTKA  

Permohonan RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing) dapat diakses melalui menu 

Permohonan | Non Perseorangan | Permohonan RPTKA. Pada tampilan awal ditampilkan 

daftar NIB yang dimiliki oleh pelaku usaha. Pelaku usaha dapat memilih data NIB yang akan 

diajukan permohonan RPTKA dengan menekan button , kemudian klik .  

 

Gambar 117. Pilih NIB 

Setelah Pelaku Usaha menekan tombol , sistem akan menampilkan form 

permohonan RPTKA sebagai berikut: 



8.1. Data RPTKA 

 

Gambar 118. Data RPTKA 

No Kolom Penjelasan Mandatory  

1 Jenis Permohonan 

RPTKA 

Pilihan jenis permohonan berupa Baru atau Perpanjangan 

 

Ya 

2 Total Gaji Diisi dengan total gaji selama setahun Ya 

3 Jangka Waktu 

Permohonan 

(Keseluruhan) 

Diisi dengan jangka waktu RPTKA Ya 

4 Alasan Penggunaan 

Tenaga Kerja Asing 

Diisi dengan alasan penggunaan Tenaga Kerja Asing Ya 

Setelah selesai melengkapi form, klik tombol  dan aplikasi akan menampilkan form 

Data Lokasi Penempatan TKA.  



8.2. Data Lokasi Penempatan TKA 

 

Gambar 119. Data Lokasi Penempatan TKA 

Pelaku usaha dapat menambahkan lokasi penempatan dengan menekan tombol 

. Sistem akan menampilkan form sebagai berikut: 

 

Gambar 120. Form Tambah Lokasi Penempatan TKA 



No Kolom Penjelasan Mandatory  

1 Provinsi Pilihan provinsi, akan muncul daftar provinsi, pilih provinsi 
yang sesuai dengan lokasi penempatan. 

Ya 

2 Kabupaten/Kota Pilihan kabupaten / kota, akan muncul sesuai pilihan provinsi 
pada pilihan sebelumnya 

Ya 

Setelah selesai melengkapi form, klik tombol . Setelah selesai menambahkan data 

lokasi penempatan klik tombol  dan aplikasi akan menampilkan form Data Negara 

Asal TKA.  

8.3. Data Negara Asal TKA 

 

Gambar 121. Data Negara Asal TKA 

Pelaku usaha dapat menambahkan negara asal Tenaga Kerja Asing dengan menekan tombol 

. Sistem akan menampilkan form sebagai berikut: 



 

Gambar 122. Form Tambah Negara Asal TKA 

No Kolom Penjelasan Mandatory  

1 Pilih Negara Pilihan negara, akan muncul daftar negara, pilih negara yang 
sesuai dengan negara asal TKA. 

Ya 

2 Jumlah Diisi dengan jumlah TKA dari setiap negara Ya 

Setelah selesai melengkapi form, klik tombol . Setelah selesai menambahkan data 

negara asal Tenaga Kerja Asing klik tombol  dan aplikasi akan menampilkan form Data 

Rencana Jabatan TKA.  



8.4. Data Rencana Jabatan TKA 

 

Gambar 123. Data Rencana Jabatan TKA 

Pelaku usaha dapat menambahkan rencana jabatan TKA dengan menekan tombol 

. Sistem akan menampilkan form sebagai berikut: 

 

Gambar 124. Form Tambah Rencana Jabatan 

 



No Kolom Penjelasan Mandatory  

1 KBLI Pilihan KBLI berdasarkan KBLI 5 digit yang dipilih di NIB Ya 

2 Jabatan TKA Diisi dengan jabatan TKA Ya 

3 Keterangan Diisi dengan keterangan jabatan Ya 

4 Tanggal Mulai Diisi dengan tanggal mulai bekerja Ya 

5 Tanggal Selesai Diisi dengan tanggal selesai bekerja dan tidak lebih dari 
jangka waktu permohonan RPTKA 

Ya 

6 Jumlah Diisi dengan jumlah TKA dalam jabatan tersebut dan tidak 
lebih dari seluruh jumlah TKA 

Ya 

Setelah selesai melengkapi form, klik tombol . Setelah selesai menambahkan data 

rencana jabatan TKA klik tombol  dan aplikasi akan menampilkan form Data Rencana 

Pendamping TKA. 

8.5. Data Rencana Pendamping TKA 

 

Gambar 125. Data Rencana Jabatan TKA 

Pelaku usaha dapat menambahkan rencana jabatan TKA dengan menekan tombol 

. Sistem akan menampilkan form sebagai berikut: 



 

Gambar 126. Data Pendamping TKA 

Gambar 127. N

o 

Kolom Penjelasan Mandatory  

1 Jabatan TKA Diisi dengan jabatan TKA Ya 

2 Nama Pendamping Diisi dengan nama pendamping TKA Ya 

3 No. KTP Diisi dengan nomor KTP pendamping TKA Ya 

4 Jabatan 

Pendamping 

Diisi dengan jabatan pendamping TKA Ya 

5 No. Handphone Diisi dengan nomor handphone pendamping TKA Ya 

6 Email Diisi dengan email pendamping TKA Ya 

7 Unggah Foto Profile Upload foto profile pendamping TKA Ya 

8 Tingkat Pendidikan Diisi dengan tingkat pendidikan pendamping TKA Ya 

9 Pengalaman Kerja Diisi dengan jumlah tahun pengalaman kerja pendamping 
TKA 

Ya 



10 Sertifikat 

Kompetensi 

Diisi dengan nama sertifikat kompetensi pendamping TKA Ya 

11 Keterangan Diisi dengan keterangan Ya 

Setelah selesai melengkapi form, klik tombol  dan aplikasi akan menampilkan form 

Resume Permohonan. 

8.6. Resume Permohonan 

 

Gambar 128. Resume Permohonan 

Pada halaman Resume Permohonan pelaku usaha dapat melihat daftar step-step yang sudah 

diisi oleh pelaku usaha. Apabila data sudah benar, maka pelaku usaha dapat melanjutkan 

untuk memproses permohonan RPTKA dengan mengklik tombol . Maka 

permohonan RPTKA akan dikirimkan ke Kementerian Ketenagakerjaan. 

 

 



9. Perubahan 

9.1. Perubahan Legalitas 

Perubahan Legalitas dapat diakses melalui menu Perubahan | Non Perseorangan | 

Perubahan Legalitas. 

 Pelaku usaha jenis PT dapat memperbaharui data legalitas perusahaan di sistem OSS 

sesuai perubahan legalitas yang telah dilakukan di Sistem Administrasi Badan Hukum 

(SABH) Ditjen AHU Kemenkumham. 

 Pelaku usaha jenis CV, Firma dan Persekutuan Pedata dapat memperbaharui data 

legalitas perusahaan di sistem OSS sesuai perubahan legalitas yang telah dilakukan di 

Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) Ditjen AHU Kemenkumham. 

 Pelaku usaha non perseorangan jenis lainnya dapat memperbaharui data legalitas 

perusahaan di sistem OSS. 



 

Gambar 129. Daftar Legalitas Perusahaan 

Pilih akta yang ingin diubah dan klik tombol , sistem akan menampilkan form-

form perubahan akta. 

 



9.1.1 Data Profile Perusahaan 

 

Gambar 130. Form Perubahan Data Akta (Profile Perusahaan) 



Apabila pelaku usaha akan melakukan perubahan akta untuk Data Profile Perusahaan, maka 

checklist bagian bawah halaman tersebut. 

 

Gambar 131. Checklist Perubahan Data Akta (Profile Perusahaan) 

Kemudian pelaku usaha dapat melanjutkan step berikutnya dengan menekan tombol 

. 

9.1.2 Data Modal Dasar 

 

Gambar 132. Form Perubahan Data Akta (Modal Dasar) 

Apabila pelaku usaha akan melakukan perubahan akta untuk Data Modal Dasar, maka 

checklist bagian bawah halaman tersebut. 

 

Gambar 133. Checklist Perubahan Data Akta (Modal Dasar) 



Kemudian pelaku usaha dapat melanjutkan step berikutnya dengan menekan tombol 

. Apabila pelaku usaha akan membatalkan perubahan akta dapat menekan tombol 

. 

9.1.3 Data Pengurus & Pemegang Saham 

 

Gambar 134. Form Perubahan Data Akta (Pengurus & Pemegang Saham) 



Apabila pelaku usaha akan melakukan perubahan akta untuk Data Pengurus & Pemegang 

Saham, maka checklist bagian bawah halaman tersebut. Khusus untuk perubahan pada  

Permodalan (Disetor dan Ditempatkan) dan/atau perubahan pemegang saham terdapat 

penapisan berdasarkan ketentuan DNI, jika perubahan tidak memenuhi ketentuan DNI maka 

Izin Usaha yang bersangkutan akan secara otomatis dibekukan oleh sistem. 

 

Gambar 135. Checklist Perubahan Data Akta (Pengurus & Pemegang Saham) 

Kemudian pelaku usaha dapat melanjutkan step berikutnya dengan menekan tombol 

. Apabila pelaku usaha akan membatalkan perubahan akta dapat menekan tombol 

.  



9.1.4 Data Maksud & Tujuan 

 

Gambar 136. Form Perubahan Data Akta (Maksud & Tujuan) 

Apabila pelaku usaha akan melakukan perubahan akta untuk Data Maksud & Tujuan, maka 

checklist bagian bawah halaman tersebut. 

 

Gambar 137. Checklist Perubahan Data Akta (Maksud & Tujuan) 

Kemudian pelaku usaha dapat melanjutkan step berikutnya dengan menekan tombol 

. Apabila pelaku usaha akan membatalkan perubahan akta dapat menekan tombol 

. 



9.1.5 Validasi Data 

 

Gambar 138. Validasi Data Perubahan Akta 

Apabila pelaku usaha melakukan perubahan akta pada Data Profile Perusahan/Data Modal 

Dasar/Data Pengurus & Pemegang Saham/Data Maksud & Tujuan, maka sistem akan 

menampilkan informasi pada halaman validasi. Sebagai contoh gambar di atas menunjukkan 

perubahan akta pada Data Maksud & Tujuan. Setelah pilihan perubahan akta sudah sesuai 

dengan yang diinginkan maka pelaku usaha dapat men-checklist disclaimer di bagian bawah 

halaman seperti sebagai berikut: 

 

Gambar 139. Checklist Disclaimer Perubahan Aktta 



Kemudian pelaku usaha dapat memproses perubahan akta dengan menekan tombol 

. Apabila berhasil maka akan muncul informasi bahwa perubahan data akta 

berhasil dilakukan. Pelaku usaha juga dapat membatalkan perubahan akta dengan menekan 

tombol . 

9.2. Perubahan Nomor Induk Berusaha (NIB) 

Perubahan Data NIB dapat diakses melalui menu Perubahan | Non Perseorangan | Nomor 

Induk Berusaha (NIB). Pelaku usaha dapat melakukan perubahan data yang ada pada NIB 

termasuk Data KBLI 5 digit, Aktivitas Kepabeanan, Data Pendaftaran BPJS dan Data Wajib 

Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP). Pada tampilan awal ditampilkan daftar NIB 

yang dimiliki oleh pelaku usaha. Pelaku usaha dapat memilih data NIB yang akan diajukan 

perubahannya dengan menekan button , kemudian klik .  

 

Gambar 140. Pilih NIB 

Setelah Pelaku Usaha menekan tombol , sistem akan menampilkan form yang terdapat 

pada step-step NIB sebagai berikut: 



 

Gambar 141. Perubahan Data NIB 

Setelah melakukan perubahan data pada NIB, pelaku usaha dapat menekan tombol . 

Dan pelaku usaha akan diarahkan ke halaman Draft NIB.  



 

Gambar 142. Draft Perubahan Data NIB 

Di halaman ini pelaku usaha diharapkan melakukan pengecekan terhadap perubahan yang 

dilakukan. Apabila sudah yakin, pelaku usaha dapat melanjutkan proses NIB dengan menekan 

tombol . Dan pelaku usaha akan diarahkan ke halaman Cetak NIB Anda. Di halaman 

ini pelaku usaha dapat melihat preview dari NIB, Nomor Daftar BPJS Kesehatan dan Nomor 

Daftar BPJS Ketenagakerjaan. 

9.3. Perubahan Izin Usaha 

Perubahan Izin Usaha dapat diakses melalui menu Perubahan | Non Perseorangan | Izin 

Usaha. Pelaku usaha dapat melakukan perubahan data yang ada pada proyek/kegiatan usaha 

termasuk Data Proyek, Data Lokasi, Izin Lokasi Izin Lingkungan, IMB + SLF dan Izin Usaha. Pada 

tampilan awal ditampilkan daftar NIB yang dimiliki oleh pelaku usaha. Pelaku usaha dapat 

memilih NIB yang akan diajukan perubahannya Proyek/Kegiatan Usahanya dengan menekan 

button , kemudian klik .  



 

Gambar 143. Pilih NIB 

Setelah Pelaku Usaha menekan tombol , sistem akan menampilkan daftar 

proyek/kegiatan usaha yang terdapat pada NIB tersebut sebagai berikut: 

 

Gambar 144. Daftar Proyek/Kegiatan Usaha 

Pelaku Usaha dapat memilih proyek/kegiatan usaha mana yang akan diubah dengan menekan 

menekan button , kemudian klik . Sistem akan menampilkan form yang 

terdapat pada step-step Izin Usaha sebagai berikut: 



 

Gambar 145. Perubahan Data Proyek/Kegiatan Usaha 

Setelah melakukan perubahan data pada proyek/kegiatan usaha, pelaku usaha dapat 

menekan tombol . Dan pelaku usaha akan diarahkan ke halaman Draft Izin Usaha.  



 



 

Gambar 146. Draft Perubahan Data Proyek/Kegiatan Usaha 

Di halaman ini pelaku usaha diharapkan melakukan pengecekan terhadap perubahan yang 

dilakukan. Apabila sudah yakin, pelaku usaha dapat melanjutkan proses Izin Usaha dengan 

menekan tombol . Dan pelaku usaha akan diarahkan ke halaman Output 

Proyek. Di halaman ini pelaku usaha dapat melihat preview dari Izin Lokasi, Izin Lingkungan 

dan Izin Usaha. 

 

 



10. Pengembangan & Perluasan 

10.1. Pengembangan Usaha 

Pengembangan Usaha dapat diakses melalui menu Pengembangan & Perluasan | 

Pengembangan Usaha | Non Perseorangan |. Pengembangan Usaha adalah menu yang 

digunakan pelaku usaha untuk melakukan penambahan kegiatan usaha. Pada tampilan awal 

akan ditampilkan daftar NIB Perusahaan sebagai berikut. Pelaku usaha dapat memilih NIB 

yang akan diajukan pengembangan usaha dengan menekan button , kemudian klik 

. 

 

Gambar 147. Daftar NIB 

Setelah Pelaku Usaha menekan tombol , sistem akan menampilkan daftar 

proyek/kegiatan usaha yang terdapat pada NIB tersebut sebagai berikut: 



 

Gambar 148. Pengembangan Usaha 

Pelaku usaha dapat melakukan pengembangan usaha dengan menambahkan kegiatan usaha 

dengan menekan tombol , aplikasi akan menampilkan halaman data 

proyek, sama seperti Permohonan | Non Perseorangan | Perizinan Berusaha | Izin Usaha. 

Pelaku usaha harus mengisi form isian Data Proyek, Data Lokasi, Izin Lokasi, Izin Lingkungan, 

IMB + SLF, Izin Usaha, Draft Proyek dan Izin dan Output Proyek. 

10.2. Perluasan Usaha 

Perluasan Usaha dapat diakses melalui menu Pengembangan & Perluasan | Perluasan 

Usaha. Perluasan Usaha adalah menu yang digunakan pelaku usaha untuk melakukan 

perluasan pada kegiatan usaha industri yang sudah dimilikinya. Perluasan pada sector indusri 

akan terbit Izin Usaha Perluasan. 

Perluasan usaha hanya dapat menambah: 

a. Kapasitas Produksi 

b. Jumlah Tenaga Kerja 

c. Nilai Investasi 



Pada tampilan awal akan ditampilkan daftar NIB Perusahaan sebagai berikut. Pelaku usaha 

dapat memilih NIB yang akan diajukan pengembangan usaha dengan menekan button , 

kemudian klik . 

 

Gambar 149. Daftar NIB 

Setelah Pelaku Usaha menekan tombol , sistem akan menampilkan daftar 

proyek/kegiatan usaha yang terdapat pada NIB tersebut sebagai berikut: 

 

Gambar 150. Perluasan Usaha 

Pelaku usaha dapat melakukan perluasan usaha dengan memilih proyek/kegiatan usaha 

mana yang akan dilakukan perluasan dengan menekan menekan button , kemudian klik . 



. Aplikasi akan menampilkan halaman data proyek, sama seperti 

Permohonan | Non Perseorangan | Perizinan Berusaha | Izin Usaha. Pelaku usaha hanya 

dapat mengubah form isian Data Proyek kolom Kapasitas Produksi, Jumlah Tenaga Kerja, Nilai 

Investasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Pencabutan Izin 

11.1. Pencabutan Likuidasi 

11.1.1 Permohonan 

Permohonan Pencabutan Likuidasi dapat diakses melalui menu Pencabutan Izin | 

Pencabutan Likuidasi | Permohonan. Pencabutan Izin dalam rangka penutupan/pembubaran 

perusahaan (likuidasi) adalah menu yang digunakan pelaku usaha untuk mengajukan 

permohonan pencabutan seluruh perizinan usaha perusahaan. Pada tampilan awal akan 

ditampilkan daftar Akta dari Perusahaan sebagai berikut: 

 

Gambar 151. Daftar Perusahaan 

 

 

 

 

 

 

 

 



Memproses Likuidasi Menggunakan Akun Likuidator 

Pelaku Usaha dapat melakukan proses likuidasi dengan akun menggunakan akun likuidator 

dengan menekan tombol , sistem akan menampilkan form sebagai berikut. 

 

Gambar 152. Form Likuidator 

Lengkapi Form Likuidator dengan benar dan klik tombol  untuk 

mengonfirmasi pemilihan likuidator. Setelah itu data perusahaan akan masuk ke akun 

likuidator yang ditunjuk. Kemudian likuidator dapat memproses pencabutan likuidasi dengan 

mengakses menu Pencabutan Izin | Pencabutan Likuidasi | Permohonan dan memilih 

perusahaan yang akan dilikuidasi. 

 



Memproses Likuidasi Menggunakan Akun Sendiri 

Pelaku Usaha dapat melakukan proses likuidasi dengan menggunakan akun sendiri dengan 

menekan tombol , sistem akan menampilkan halaman sebagai berikut: 

 

Gambar 153. Pengecekan  Status NPWP & LKPM 

Kemudian, pelaku usaha dapat melanjutkan proses likuidasi dengan menekan tombol 

, aplikasi akan menampilkan Form Pencabutan Peizinan Berusaha seperti 



 

Gambar 154. Form Pencabutan Perizinan Berusaha 

Apabila Pelaku Usaha telah selesai mengisi form tersebut, lalu klik . Dan akan 

muncul tampilan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 



 

Gambar 155. Form Konfirmasi Pencabutan Perizinan Berusaha 

Apabila data dari pelaku usaha sudah benar, maka klik . Maka proses 

Permohonan Pencabutan Izin akan diproses. 



11.1.2 Tracking 

Tracking dapat diakses melalui menu Pencabutan Izin | Pencabutan Likuidasi | Tracking. 

Tracking berisi daftar-daftar permohonan pencabutan izin yang diajukan. Pelaku Usaha dapat 

mengubah Permohonan Pencabutan Izin dengan menekan tombol  pada data yang ingin 

diubah seperti gambar berikut. 

 

Gambar 156. Daftar Permohonan Pencabutan Peizinan Berusaha 



 

Gambar 157. Form Pencabutan Peizinan Berusaha 

Setelah pelaku usaha merubah data di form pencabutan izin, pelaku usaha dapat menekan 

tombol , maka aplikasi akan memproses dan menampilkan form untuk 

mengonfirmasi Permohonan Pencabutan Perizinan sebagai berikut 



 

Gambar 158. Form Konfirmasi Pencabutan Peizinan Berusaha 

Apabila data dari pelaku usaha sudah benar, maka klik . Maka proses 

Permohonan Pencabutan Izin akan diproses. 

 



11.2. Pencabutan Non Likuidasi 

11.2.1 Permohonan 

Permohonan pencabutan non likuidasi dapat diakses melalui menu Pencabutan Perizinan | 

Pencabutan Non Likuidasi | Permohonan. Menu ini digunakan untuk pelaku usaha 

melakukan pencabutan non likuidasi. Pada tahap awal muncul daftar nama perusahaan 

sebagai berikut: 

 

Gambar 159. Daftar Nama Perusahaan 

Pelaku usaha dapat melihat data akta perusahaan tersebut dengan mengklik tombol 

 pada perusahaan yang dipilih, maka akan muncul data akta perusahaan sebagai 

berikut: 



 

Gambar 160. Akta Perusahaan 



Pelaku usaha dapat melakukan usulan pencabutan terhadap perusahaan tersebut dengan 

mengklik tombol  pada perusahaan yang dipilih, maka akan muncul halaman 

pengecekan status NPWP, KSWP dan LKPM sebagai berikut: 

 

Gambar 161. Pengecekan NPWP, KSWP dan LKPM 

Jika semua data valid, maka pelaku usaha dapat mengklik , dan sistem akan 

mengarahkan ke halaman step pencabutan perizinan seperti sebagai berikut: 

 

 

 



Data Perusahaan 

 

Gambar 162. Data Izin yang Dimiliki Perusahaan 

 



Untuk melihat KBLI yang terdapat pada proyek tersebut klik tombol  pada kolom Pilih 

KBLI. Maka sistem akan menampilkan sebagai berikut: 

 

Gambar 163. Detail KBLI Proyek 

Pilih KBLI atau Kegiatan Usaha yang akan dicabut seperti pada gambar di bawah ini: 

 

Gambar 164. Pilih KBLI 

Pelaku usaha dapat mencabut sebagian kegiatan usaha atau seluruh kegiatan usaha dalam 

satu izin. Pelaku usaha juga dapat mencabut beberapa kegiatan usaha atau beberapa izin yang 

dimilikinya. 



 

Gambar 165. Kegiatan Usaha/Izin yang Akan Dicabut 



Setelah selesai memilih proyek/kegiatan usaha yang akan dicabut, klik . 

Sistem akan menampilkan halaman Data Pencabutan. 

Data Pencabutan 

 

Gambar 166. Data Pencabutan 

No Kolom Penjelasan Mandatory  

Dokumen Pendukung  

1 Nomor Akta/RUPS Diisi dengan nomor Akta/RUPS Ya 

2 Tanggal Akta/RUPS Diisi dengan tanggal Akta/RUPS Ya 

3 Upload Akta/RUPS Unggah dokumen Akta/RUPS Ya 

4 Nama Notaris Diisi dengan nama notaris Tidak 

5 Alamat Notaris Diisi dengan alamat notaris Tidak 

6 Telepon Pemohon Diisi dengan nomor telepon pemohon Ya 

Setelah selesai melakukan pengisian form, klik tombol  dan sistem akan 

menampilkan halaman Data Konfirmasi. 



Data Konfirmasi 

 

Gambar 167. Data Konfirmasi 

Pada step ini pelaku usaha dapat melihat data yang telah diinputkan untuk memastikan 

bahwa data yang diinputkan sudah benar. Jika masih ada data yang ingin diperbaiki, maka 

dapat menekan tombol . Jika sudah yakin dengan data pencabutan, maka dapat 

menekan tombol . Sistem akan menampilkan halaman Output Pencabutan. 



Output Pencabutan 

 

Gambar 168. Output Pencabutan 



Pelaku usaha dapat memproses usulan permohonan pencabutan perizinan dengan mengklik 

tombol . Usulan permohonan pencabutan akan masuk ke Lembaga OSS 

(Dalaks) untuk diproses selanjutnya. 

11.2.2 Tracking 

Pelaku usaha dapat mengakses menu ini melalui Pencabutan Izin | Pencabutan Non Likuidasi 

| Tracking. Pada sub menu ini akan ditampilkan Ubah, Hapus Draft Permohonan, Cetak Surat 

Pencabutan. Pelaku usaha dapat melihat status permohonan dari pencabutan non 

likuidasinya. 

 

Gambar 169. Tracking 

Pelaku usaha dapat mencetak draft pencabutan dengan menekan tombol , 

sistem akan menampilkan sebagai berikut: 



 

Gambar 170. Cetakan Draft Pencabutan 



12. Pelaporan LKPM 

Pelaporan LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan 

permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala. 

Pada menu tersebut akan ditampilkan sebagai berikut: 

 

Gambar 171. Pelaporan LKPM 



Pelaku usaha dapat memilih perusahaan yang akan melakukan pelaporan LKPM kemudian 

klik tombol . Sistem akan menampilkan sebagai berikut: 

 

Gambar 172. Pengecekan LKPM Online 

Selanjutnya klik tombol , kemudian OSS akan mengirimkan data tersebut ke Sistem 

SPIPISE. Pada Sistem SPIPISE akan dilakukan pengecekan ke database LKPM apakah ada user 

atas perusahaan dan NPWP tersebut. Jika ada maka pelaku usaha akan otomatis login di LKPM 

Online. Apabila user atas perusahaan dan NPWP tersebut tidak ada, maka SPIPISE akan 

generate otomatis user dan akun LKPM untuk perusahaan tersebut. 



 

Gambar 173. Halaman LKPM Online 

13. LAYANAN OSS 

Untuk membantu pelaku usaha dalam melakukan permohonan berusaha melalui sistem OSS 

menghubungi layanan OSS di BKPM - Gedung Ismail Saleh Jl. Gatot Subroto No 44 Jakarta 

Selatan, Jakarta Selatan - 10710 . 

Bantuan terkait permasalahan teknis dapat menguhubungi telepon: 021-21201020, 

08071002576 atau email helpdesk.oss@bkpm.go.id. Bantuan terkait permasalahan regulasi / 

substansi dapat menguhubungi telepon: 021-3857595, 021-3857596, 021-21202020, 

08071002576 atau email satgasnasional@bkpm.go.id .  
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